
 

 

 

ABSTRAK 

Fauziyah Halimatusadiyah, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah". 

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan kerugian besar bagi 

negara dan masyarakat. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui korporasi 

sebagai subjek hukum pidana, namun memiliki pengaturan pertanggungjawaban 

yang berbeda. Perbedaan tersebut penting dikaji untuk menilai kesesuaiannya 

dengan perspektif siyasah syar’iyyah sekaligus merumuskan model 

pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal bagi Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban 

pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia serta 

merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal berdasarkan 

perspektif siyasah syar’iyyah. 

Penelitian ini menggunakan Identification Doctrine sebagai pisau analisis 

utama, dengan didukung Strict Liability Doctrine, Vicarious Liability Doctrine, dan 

Delegation Doctrine sebagai teori pendukung. Analisis kemudian dilakukan 

berdasarkan konsep maqashid al-syariah, maslahah mursalah, dan ta’zir dalam 

perspektif siyasah syar’iyyah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis 

secara deskriptif-analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia mengatur 

pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, 

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (2) Malaysia menerapkan strict liability 

melalui Section 17A Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 dengan 

mekanisme adequate procedures. (3) Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah, 

kedua sistem sejalan dengan konsep maqashid al-syariah, maslahah mursalah, dan 

ta’zir. Model yang paling ideal bagi Indonesia adalah mempertahankan pengaturan 

sanksi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengadopsi 

mekanisme adequate procedures melalui peraturan pelaksana agar sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berorientasi pada penindakan, 

tetapi juga pada pencegahan tindak pidana korupsi. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, 

Malaysia, Siyasah Syar'iyyah 
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